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• Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 

• Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  

Amanat Undang-undang 

Aspek Spasial 
diintegrasikan dalam 

perencanaan 
pembangunan. 



PERAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL   
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 

• UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) : 

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan 
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

(Pasal 31). 
 

• Data dan Informasi : 

a. Non spasial   Dikoordinasikan oleh BPS   K/L 

 

a. Spasial  Dikoordinasikan oleh    K/L BIG 
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PERAN INFORMASI GEOSPASIAL 
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

   BASIS  

   DATA 

DASAR  

PERENCANAAN 

      PENDEKATAN 

      SPASIAL 

TUJUAN 

Informasi  
Geospasial 

 

Data Statistik 

Rencana 
Tata Ruang 

Pengelolaan 
Pertanahan 

• Arah Pengembangan 
Wilayah Pulau-Pulau Besar 
dan Provinsi (Buku III). 

• Kawasan Cepat Tumbuh 
(MP3EI, KEK, FTZ, Kapet) 

• Kawasan Perbatasan 
• Daerah Tertinggal 
• Kawasan Rawan Bencana 
• Kawasan Khusus 
• Sistem Perkotaan 
• Perdesaan 
• Pengembangan Ekonomi 

Lokal 
• Kawasan Transmigrasi 

1. Pengurangan 
Kesenjangan 
Antar Wilayah 

2. Pusat-pusat 
Pertumbuhan 
berbasis 
Keunggulan 
Potensi Wilayah 

3. Pemerataan 
Pelayanan 
Sosial Dasar 

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (Simpul Jaringan IG Prov/Kab) 



Konsep Kerangka Kerja (Framework) Informasi 
Geospasial  dalam RPJMN 2015-2019 

• untuk memfasilitasi pengadaan data dan 
pemanfaatannya; 

• untuk menekan biaya operasional, serta ; 

• untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas 
perumusan kebijakan pembangunan di berbagai 
sektor dan daerah. 
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Dalam upaya mengatasi permasalahan:  

pengadaan data yang mahal dan memakan waktu; 
duplikasi data; sulit diperolehnya data yang lengkap , 
lintas yurisdiksi dan lintas sektor.  

 



Langkah yang perlu dilanjutkan pada periode 
RPJMN 2015-2019 (1) 

1. Upaya meningkatkan koordinasi kegiatan pengelolaan 
informasi geospasial nasional, melalui: 
a) penyusunan strategi nasional pengelolaan informasi geospasial sebagai 

penjabaran lebih rinci RPJMN 2015 – 2019; 

b) penyusunan kerangka peraturan perundang-undangan tentang informasi 
geospasial sebagai produk turunan UU IG; 

c) pembangunan kelembagaan informasi geospasial di semua instansi pemerintah 
dan swasta;  

d) penyusunan standar, prosedur, dan manual terkait informasi geospasial.   

2. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi 
geospasial, dengan memprioritaskan kegiatan survei dan 
pemetaan nasional baik di darat maupun di laut pada:  
a) wilayah nasional dengan nilai strategis keamanan dan pertahanan tinggi,  

b) wilayah yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona 
muka bumi secara massive;  

c) wilayah yang belum tercakup kegiatan survei dan pemetaan,  

d) wilayah dengan potensi kegiatan ekonomi tinggi (misalnya mendukung program 
MP3EI).   
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Langkah yang perlu dilanjutkan pada periode 
RPJMN 2015-2019 (2) 

3. Upaya meningkatkan akses data dan informasi 
melalui: 
a) pembangunan jaringan data spasial nasional hingga mencakup seluruh 

instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 
dan kota, instansi swasta serta universitas negeri;  

b) pembangunan organisasi pendukung pada setiap instansi yang tergabung 
dalam jaringan tersebut; dan  

c) melakukan evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data dan 
informasi geospasial. 

 

4. Upaya membangun kapasitas kelembagaan dan 
sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. 
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Strategi Peningkatan SDM  
di Bidang Informasi Geospasial 

1. Upaya pengembangan lembaga pelatihan 
nasional bidang pengelolaan Informasi 
Geospasial; 

2. Penyusunan kurikulum dan silabus nasional bagi 
pelatihan Informasi Geospasial; 

3. Pembangunan kerjasama pelatihan dengan 
perguruan tinggi dalam bidang pelatihan bidang 
Informasi Geospasial; 

4. Penyusunan strategi nasional bagi 
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya 
manusia bidang Informasi Geospasial. 
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Harapan dan Penutup 

Hasil-hasil Rakornas IG ini dapat ditindaklanjuti oleh 
semua pihak dalam rangka meningkatkan upaya 
untuk menyediakan basis data serta memfasilitasi 
hubungan antar produsen dan antara produsen dan 
pengguna informasi geospasial. 
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TERIMA KASIH 
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